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ABSTRAK :

CATATAN :

bahwa untuk menjaga stabilitas harga guna menjaga daya beli masyarakat, membantu
masyarakat miskin, dan menjaga ketersediaan pasokan energi, sesuai ketentuan Pasal 98
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017
tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi
Listrik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 18/PMK.02/2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423);
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk menjaga stabilitas harga guna menjaga daya beli masyarakat, membantu masyarakat
miskin, dan menjaga ketersediaan pasokan energi, telah disediakan Subsidi Listrik dalam APBN
dan/atau APBN Perubahan. Tata cara penyediaan Subsidi Listrik mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi
Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara.

Subsidi Listrik diberikan kepada pelanggan dengan Golongan Tarif yang tarif tenaga listrik rata-
ratanya lebih rendah dari BPP tenaga listrik pada tegangan di Golongan Tarif tersebut.
Pemberian Subsidi Listrik dilaksanakan melalui PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. PT PLN (Persero) bertanggungjawab secara formal dan
material atas pelaksanaan dan penggunaan Subsidi Listrik.

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang Subsidi Listrik masih dialokasikan dalam APBN dan/atau
APBN Perubahan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan
Pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.02/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2019 dan diundangkan pada
tanggal 25 November 2019.

Lampiran halaman 17 — 21.



